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lsi Ringkasan 
Oengan meningkatnya jum1ah 1alu lintas orang asing yang 
masuk/keluar wilayah Indonesia, maka pemerintah perlu 
melakukan penye1eksian hukum terhadap keberadaan orang 
asing di Indonesia. Berdasarkan kebijaksanaan selektif 
pemerintah hanya membuka pintu bagi masuknya orang aSing 
yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, 
oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerin­
tah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin 
Keimigrasian. 
Ketentuan tentang lzin Keimigrasian merupakan salah satu 
sarana untuk menyeleksi dan mengawasi keberadaan/ kegiatan 
orang asing di Indonesia. Berdasarkan pemantauan lapangan 
ternyata Izin Keimigrasian ini sering dilanggar oleh orang 
asing, oleh karena itu perlu diadakannya penegakan hukum 
terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian. 
Dari uraian di atas, maka dapat ditemukan beberapa permasa­
1ahan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran Izin 
Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia, 
antara lain : 
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1. 	Bagaimana penerapan sanksi administrasi oleh Pemerintah 
terhadap pe1anggaran lzin Keimigrasian yang di1akukan 
oleh orang asing di Indonesia ? 
2. 	Bagaimana upaya penye1esaian me1a1ui 1embaga peradi1an 
da1am rangka penegakan hukum terhadap pe1anggaran Izin 
Keimigrasian yang di1akukan oleh orang aSing di Indone­
sia ? 
Pene1itian ini bersifat juridis normatif dan sosio1ogis 
dengan tumpuan pada te1aah teknis yuridis dan aspek empiris 
dari hukum positif. Dengan menggunakan metode deduktif data 
yang yang dipergunakan sebagai acuan ada1ah data primer dan 
data sekunder. Data primer dipero1eh dari wawancara 1ang­
sung dengan Pejabat Imigrasi yang berwenang me1akukan 
penegakan hukum terhadap orang asing, ya1tu Kepa1a Pengawa­
san dan Penindakan Keim1grasia di Surabaya dan Ketua Pani­
tera Pengadi1an Negeri Surabaya. 
Sedangkan data sekunder dipero1eh dari bahan kepustakaan 
terutama yang berkaitan dengan obyek permasa1ahn. Se1an­
jutnya data yang te1ah berhasi1 dikumpu1kan akan dianalisa 
secara kualitatif, yaitu data yang terkumpul dianalisa 
dengan menggunakan stud1 1nterpretas1 menurut peraturan 
perundang-undangan, sehlngga dapat diambil kesimpulan 
mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Izin 
Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing. 
Ruang lingkup penelitian ini hanya di Surabaya, dengan 
pertimbangan dana, waktu dan tenaga yang terbatas. Namun. 
dapat dikatakan bahwa Surabaya sebagai kota terbesar kedua 
setelah Jakarta arus la1u lintas orang as1ng tetap tinggi, 
baik sebagai wisatawan ataupun sebaga1 tenaga kerja asing, 
sehingga cukup relevan untuk dilakukan penelitian. 
Kesimpulan dan saran 
Penegakan hukum yang di1akukan terhadap orang aSing yang 
melakukan pelanggaran ke1migrasian dl1akukan dengan 2 
sifat, yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum yang 
bersifat preventif ada1ah penegakan hukum melalui pengawa­
san terhadap masuk/keluarnya orang aSing di wilayah Indone­
sia serta keberadaan mereka di Indonesia. Pengawasan ini 
baik bersifat administratif (pengurusan izin) juga pengawa­
san 1apangan. Sedangkan penegakan hukum yang represif 
adalah melalui penerapan sanksi, baik pidana maupun admi­
nistrasi. 
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Pada kenyataannya sanksi yang seringka1i diterapkan oleh 
pemerintah adalah sanksi administrasi yang berupa tindakan 
keimigrasian, hal ini dengan pertimbangan politis, ekonomi, 
sosial dan budaya serta keamanan, sehingga untuk 1ebih 
efektif dan efisien sanksi admin1strasi yang berbentuk 
tindakan keimigrasian hampir 100% di1akukan untuk menangani 
kasus pelanggaran izin keimigrasian yang d11akukan oleh 
orang asing di Indonesia. 
iii 
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
LP PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN KEIMIGRASIAN 
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING 
DI INDONESIA ( Studi di Surabaya) 
Sinar Ayu Wulandari
